Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam
Mengawal Konstitusi Negara Indonesia

Taufig Yulianto
Staf Pengajar Teknik Elekiro Politeknik Negeri Semarang

Abstract: The Constilufional Court is @ judicial power, in addition The
Supreme Couort has Ihe authority fo test laws against the Constitufion of the
Republic of Indonesia Year 1945, rule on the dispute the autharity of stafe
inatitutions whose authorities are granted by the Constitution of the Republic
of Indanesia Year 1945, dissoiution of political parties, lo decide disputes lhe
results of the olections and make a decision on the apinion of the House that
the President andier Vice Presiden! who is alleged fo have violated the law in
the furm of freason, cormuption, bribery, olher felonies. or misconduct, andfor
no longer qualifies as President andior Vice President as shpulaled in the
" Constitution of the Beoublic of indonesia Yoear 1945,
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I. Pendahuluan

Indanesia adalah negara hukurn, Salah satu substansi panting perubahan Undang-
Undang Dasar Megara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah
Kaonstitusi sehagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara lertentu di bidang
kelalanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara hertanggung
jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cila-cita demokrasi, Hans Kelsen seorang ahli
hukum tatanegara menyatakan bahwa pelaksanaan konstitusional leniang legislasi dapat
sacara efektif dijamin hanya jika organ selain badan legisiatf dibenkan lugas untuk
menguji apakah sualu produk hukum ilu konstitusional atau Inkenstitusional, Untuk
menjaminnya, maka diperlukan adanya Mahkamah Konstitusi (Constiutiona! Court)
sebagai penafsirmya. Keberadaan Mahkamah Konstilusi sekaligus  unfuk  menjaga
terselenggaranya pemeriniahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi lerhadap
pengalaman kehidupan kelatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda
terhadap konstitusi.

Il. Pembahasan

Mahkamah Konstitusi merupakan salah salu pelaku kekuasaan kehakiman, di
samping Mahkamah Agung sebagamana dimaksud dalam Pasal 24 ayat {1) dan ayat (2}
Undang-Undang Dasar MNagara Republik Indonesia Tahun 1845 Mahkaman Konstitusi
zelgin diatur di dalam Undang-Undang Dasar Megara Republik Indonesia Tahun 1845
juga diatur di dalam Undang-undang Momor 8 Tahun 2011 Tentang Pamubahan Atas
Undang-Undang MNomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konslilusi. Dalam
penjelasan undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi terikat pada
pringip umum panyelenggarsan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari
pangaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.
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A Kedudukan

Mahkamah Konstitusi merupakan salah salu lembaga negara yang melakukan
kekuasaan kehakiman yang merdeks untuk  menyelenggarakan peradilan  guna
menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstilusi berkedudukan di Ibukota Megara
Republk Indonesia. Mahkamah Konsfitusi mempunyai 8 (sembilan) orang anggola hakm
konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Susunan Mahkamah Kontitusi
terdin alas seorang Ketua merangkap anggola, seorangWakil Ketua merangkap anggola,
dan 7 {tujuh} orang anggota hakim konsblusi. Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan cleh
hakim konstitusi unluk masa jabatan selama 3 (liga) tahun. Hakim konstitusi diajukan
masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) arang oleh DPR, dan 3
(tiga) crang oleh Presiden, uniuk ditetapkan dengan Kepulusan Presiden. Masa jabatan
hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapal dipilih kembali hanya untuk 1{satu) kali
masa jahatan benhutnya.

B. Kewenangan dan kewajiban

Mahkamah Konslilusi Rl mempunyai empal kewenangan dan satu kowajiban
sebagaimana dialur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Mahkamah Konslilusi
berwenang mengadili pada tingkal perlama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Llnr:lang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

b memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

c.o mamulus pembubaran partai politik: dan

d. memutus perselisihan lentang hasil pemiliban umum.

Sedangkan kewsjibannya adalah Mahkamah Konslilusi wajib memberikan putusan
atas pendapal DPR bahwa Presiden danfatae Wakil Presiden diduga telah melakukan
pelanggaran hukum berupa pengkhianalan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak
pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau lidak lsgi memenuhi syarat
sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

a. pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana lerhadap kesmanan negara
sebagaimana diatur dalam undang-undang.

b. korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagamana
dialur dalam undang-undang.

;. lindak pidana berat lainnya adalah lindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
& (lima) tahun ataw labih,

d. perbuatan lercela adalah perbuaian yang dapal merendahkan marabat Presiden
dan/alau Wakil Presiden.

e fidak lagi memenuhi syaral sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar MNegara Republik
Indonesia Tahun 1945,

C. Kewanangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1845

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hal ini berdasar kepada
hirarki peraturan perundang-undangan bahwa seluruh perundang-undangan di Indonesia
harus mengacu dan lidak boleh bertentangan dengan UUD RI 1945 karena UUD RI 1945
mempunyai kedudukan tertinggi. Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji
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adalah undang-undang yang diundangkan selalah perubahan Undang-Undang Dasar
Megara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang yang diuj cleh Mahkamah
Konstitusi telap beraky, sebelum ada putusan yang menyatakan babwa undang-undang
lersabut Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun
1045, Pemohon pengujian Undang-undang adslah pihak yang menganggap hak dan‘atau
kewenangan konstilusionalnya dirugikan cleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

b, kesatuan masyarakal hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakal dan prinsip Megara Kesaluan Republik Indonesia yang
diatur dalam undang-undang;

2. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga Megara

Dalam permohonannya pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

a. pembenlukan undang-undang lidak memenuhi kelentuan berdasarkan  Lindang-
Undang Dasar Magara Republik Indonesia Tahun 1945, danialau :

. materi muatan dalam ayat, pasal, danfatau bagian undang-undang dianggap
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.

Puluzan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang lerhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada
DFR, DewanPerwakilan Dasrah, Presiden, dan Mahkamah Agung.

D. Kewenangan menyelesaikan sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar

Mahkamah Konstitusi hanya mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa
lembaga Megara yang kewenangannya diberikan oleh UUD RI 1945 sedangkan lembaga
Megara yang kewenangannya diberikan oleh perundang-undangan yang Iain seperti
undang-undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah bukan termasuk kewanangan
dari Mahkamah Konstitusi. Pemohon dalam sengketa ini adalah lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indenesia Tahun
1045 yang mempunyai  kepentingan langsung  terhadap  kewsnangan  yang
dipersengketakan. Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewsnangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar WNegara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi. Putusan
Mahkamah Konstilusi mengenai sengkeila kewenangan disampaikan kepada DPR,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden.

E. Pembubaran Partai Politik

Dalam hal kewenangan membubarkan partai politk pihak pemohon adalah
Pemerintah. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permobonannya tentang
ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang
dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembubaran pariai politik disampaikan
kepada partai politik yang bersangkutan.
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F. Kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum

Dialam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, Mahkamah Kanslilusi hanya dapat -
menerima permehonan berdasarkan hasil yang telah ditetapkan cleh Komis: Pemiliban
Umum. Pamaohon dalam sengketa ini adalah

a. perorangan warga negara Indonesia calon anggaota Dowan Penwakilan Dasrah peserla
pamililan umum;

b. pasangan calon Presiden dan Wakil Prasiden peserta pemilihan umum Presiden dan
Wakil Prosiden; dan

c. partai polilik peserla pemilihan umuem.

Permehonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemiliban umum yvang
dilakukan secara nasional oleh Komisi Pamilihan Umum yang mempengaruhi:

. lerpilihnya calen anggota Dewan Perwakilan Daerah;

b. penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan
Wakil Prosiden serta terpilihnya pasangan calonPresiden dan Wakil Presiden,

c. perolehan kursi partai politik peserta pemilinan vmum di suatu daerahpemilihan.

Permohonan hanya dapat digjukan dalam jangka wakiu paling lambat 3 X 24 jam
sajak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasi pemiliban umum secara
nasicnal, Pulusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan basil pemilihan umum
disampaikan kepada Presiden.

G. Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden danfatau Wakil
Presiden

Mahkamah HKonstitusi wajib memberikan keputusan lerhadan pondapat DPR
lenlang dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau wakil presiden, Dalam hal ini
pemohon adalah DPR. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonaninya
mengenai dugaan:

a. Presiden danfalau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau
perbuatan tercela; dan'/atau

b, Presiden danfatau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syaral sebagai Presiden
danfatau Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dassr MNegara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Dalam hal Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri pada saat proses
pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi, proses perneriksaan tersebut dibenlikan dan
permohonan dinyatakan gugur oleh Mahkamah Konslilusi, Putusan Mahkamah Konstitusi
mengenai pendapat DPR waijib disampaikan kepada DPR dan Presiden danfatau Wakil
Fresiden.

. Penutup

Setelah adanya amandemen LUUD Rl 1945, struktur ketatanegaran di Indonesia
mengalami perubahan. MPR bukan lagi lembaga salu-salunya sabagai pemegang
kedaulalan rakyat. Tidak ada lagi kekuasaan tertinggi. tidak ada lagi lembaga tertinggi
lagi. Kedudukan lembaga linggl negara selara, Mahkamah Konstitusi adalah salah satu
lembaga tingogi yang keberadasnnya Ishir selelah amandemen UUD BRI 1845
Kewanangan konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip
checks and balances yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan
setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan
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Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja
antar lembaga negara. Dari beberapa kewenangan yang dimilki oleh Mahkamah
Konstitusi yang telab dialur dalam UUD Rl 1945 telah menempatkan konstitusi dalam
kedudukannya sebagai perundang-undangan yang tertinggi. Mahkamah Konstitusi
merupakan salah satu palaku kekuasaan kehakiman yang merdeka mempunyal peranan
panting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum  sesuai dengan
kewenangan dan kewajibannya sebagamana dilentukan dalam Undang-Undang Dasar
Megara Republik Indonesia Tahun 1945 demi mewujudkan lala kehidupan bangsa dan
negara yang lerib, bersin, makmur. dan berkeadilan.
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